SALINAN

LURAH ARGOMULY0
PERATURAN KALURAHAN ARGOMULYO
KAPANEWON SEDAYU KABUPATEN BANTUL
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH ARGOMULYO,

Menimbang : a. bahwa uhtuk mewujudkan linglkungah yang bersih dan sehat
metupakan salah satu upaya pencapaian visi Kabupaten
Bantul “Sehat, Cerdas dan ‘Sejahtera”, sehihgga periu
dilakukan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah
sejenis sampah rumah tahgga secara sistematis, menyeluruh,
dan berkesinambungan;
b. bahwa Kabupaten Bantul ingin mewujudkan “Bantul Bersih
Sampah Mulai Tahun 2019”, melalui pengelolaai sampah
rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga,

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf B, perlu menetapkan Peraturan
Kalurahan tentang Pengelolaan Sampah;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Ihdonesia Tahuh 1945;

2. Undang-Undang  Nomor 15 Tahun 1950 tentang
Pembentukai Daerah-Daerah Kabupateri Dalafn Lingkungan
Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Norhor 44);

3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 teftang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran = Negara  Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomior 244, Tambahan Lemibaran
Negara Republik Indonesia Noftior 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhif dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahuh 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahuh 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomot 5679);
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4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan
Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 69, Tambghaih Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4851);

S. Peraturan Pemerintah Nomer 32 Tahun 1950 tefitang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Notnor
12, 13, 14, dan 15 dari Hal :Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah
Istimewa Yogyakarta (Berita; Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 59); 3 ;

6. Peraturan Pemerintah Non;ad"r 81 Tahu%n 2012 tentang
Pengelolaan Sampah Rumah :Tangga .dan Sampah Sejenis
Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5347);

7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010
tentahg Pedoman Pengelolaan sampah.

2

Dengan Persetujuan Bersama -
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
dan
LURAH ARGOMULYO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PENGELOLAAN

SAMPAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1.

Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan
berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan
sampah. _ ‘ ~

Sampah adalah sisa kegiatah sehari-hari mahusia dan/atau proses
alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga
maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.

Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan
sehari- hari dalain rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan
sampah spesifik. 7
Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga
yang berasal dari Kawasan pemukiman, Kawasan komersial, Kawasan
industri, Kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau
fasilitas lainnya.



10.

11,

12.

13.

14,
15.

16.

17.

19,

20.

21.

22,

Pengelola sampah adalah orang yang bertanggung jawab inengelola
sampah pada tempat-tempat tertentu antara lain kawasan
permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus,
dan fasilitas lainnya.

Kawasai permukiiman adalah kawasan Aunian dalath bentuk klaster,
apartemen, kondominium, asraia, dan sejenisnya.

Kawasaf komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatah usaha
perdagangan dan/atau jasa yang diletigkapi dengaf sarana dan
prasarana penunjang. L

Kawasan industri adalah kawasan tempat i)emusatan kegiatan industri

P

yang dilengkapi dengan sarana dan prasardna.penunjang.

Kawasan khusus adalah wilayah vyang bersifat khusus yang
digunakanuntuk kepentingan hasional / berfskaala nasional,

Produsen adalah pelaku wusaha ydfag rmeémproduksi barang,
mendistribusikan barang yang menggunalan keniasan, atau menjual
barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai
oleh proses alam termasuk penyedia jasa. ‘

Sampah organik adalah sampah yang berasal atau dihasilkan oleh
makhluk hidup yang terdiri dari bahan yang mudah terurai melalui
proses alam, '

Sampah anorganhik adalah sampah yang berasal dari bahan yang
sebagian inaupun keseluruhan yang tidak dapat diuraikan oleh alam,
atau hanya dapat diuraikan dalam waktu jtertentu yang meliputi
sampah yang dapat digunakan kembali, sampah yang dapat didaur
ulang, dan/atau sampah lainnya. ‘

Sampah spesifik adalah sampah yang karenha sifat, konsentrasi,
dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.

Sumber sampah édalah asal timbulan samipah. -

Daur ulahg adalah kegiatah mendaur suatu bahan yang tidak berguna
inenjadi bahan lain yahg berguna setelah melalui proses pengolahan.
Tempat penhafmpungan sementara yang selanjutnya disingkat TPS
adalah tempat pengumipulan sampah dari sumber sampah sebelum
sampah diangkut ketempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau

‘tempat pengolahan sampah terpadu. .

Reduce, reuse, recycle yang selanjutrya disingkat 3R adalah segala
aktivitas untuk fnengurangi sarnpah relalui kegiatan pembatasan
timbulah sampah (reduce), pendauran ulang sampah (fecycle), dan
pemanfaatan kethbali sampah (reuse).

. Tempat pengolahat sampah dengah prinsip 8R (reduce, teuse, recycle)

yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya
kegiatan penguimpulah, pemilahah, pehggunaah ulang, dah pendauran
ulang. _ 4 _ o
Tempat Pengolahan Sathpah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST
adalah tempat dilaksahakannya kegiatan pengumpulan, periilahan,
penggunaan uIang, pehdauran ulang, pengolahan, dan pefhrosesan
akhir sampah. .

Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah
tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media
lingkungan.

Transferdepo adalah teinpat transit sampah dari alat pengangkutan
satipah untuk diangkut ke tempat petnrosesan akhir.

Transferstatioi adalah termipat pemilahan lafijutan, perajahgan,
pehgepakan, dan transit sampah dari alat pengafigkutan sampah untuk
diangkut ke tetnpat tempat pehirosesaf: akhir.




23.

24.

25.

26.
27.
28.
29,
30.
31.
32.

33.
34.

35.

36.

37.

Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orafng yang terkena
dampak negatif yang ditimbuikan oleh kegiatan penanganan-sampah di
tempat pemrosesan alkhir sampah. s

Sampah liar adalah sampah yang berada di lokasi 'yang tidak
diperuntukkan sebagai tempat pembuangah sampah sesuai dehgan
peraturan perundang-undangan yang beriaku. .

Penyedia Jasa Pengelolaan Sampah  yang selanjutnya disingkat
PJPS adalah oranhg pribadi atau badan yang berthriggung jawab
dalam pelaksahaan kegiatan penyediaan jasa pengelolaan: sampah.

Izin pelayanah pentgelolaan sampah yang selanjuthya disebut izin
adalah izin yang diberikan untuk kegiatan pengelolaan gampah.
Pengelola sampah miandiri adaiah lembags, kelompok thasyarakat atau
perseorangah yang peduli uhtuk melakukan pengélolaan sampah
secara mandiri di lingkuhgannya. :

Daerah adalah Kabupaten Bantul.
Bupati adalah Bupati Bantul.
Panewu adalah Panewu Sedayu. ;

Kalurahan adalah Kalurahan Argomulyo Kapanewon Sedayu Kabupaten
Bantul.
Pemerintah Kalurahan Lurah dibantu perangkat kalurahan sebagai
unsur pehyelehggara kalurahar. Z
Lurah adalah Lurah Kalurahan Argomulyo. . ‘
Badan Perthusyawaratan Kalurahah atau yang disebut Bamuskal
adalah Lembaga yang inelaksanakan fungsi pemerintahan yang
anggotanya merupakan wakil dari penduduk kalurahan berdasarkah
keterwakilan dan ditetapkan secara demoksatis. ,

Perangkat Kalurahan terdiri dtas Sekretariat Kalurahan, Pelaksanaan
Kewilayahan, dan Pelaksaha Teknis. o

Badan Usaha Milik Kalurahan, yang selafhjutnya disebut BUMKal,
adalah Badah Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya
dimiliki oleh kalurahan elatui penyertaah secara langsung yang
berasal dari kekayaan kalurahan yang dipisahkafi guna inengelola
asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesarnya
kesejahteraan masyarakat kalurahan. _

Peraturan Kalurahan atau yang disingkat Perkal adalah peraturan yang
dibuat pemeritah kalurahan bersama Barmuskal

g

Pasal 2

Pengelolaah sampah dilaksanakan berdasarkan asas:

TR e Lo o

harioni dah kelestarian lingkungan;
tanggung jawab;

berkelanjutah;

manfaat;

keadilan;

kesadaran;

kebersamaan;

. kesehatan;

keamanan; dan
hilai ekonomi.




Pasal 3 !
Pengelolaan sampah bertujuan untuk:
mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat di semua kawasan;
meningkatkan kualitas lingkungan;

meningkatkan kesehatan masyarakat; dan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
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BAB II
PENGELOLAAN SAMPAH
Bagian Kesatu
Umum ‘

Pasal 4

(1) Setiap orang berkewajiban melaksanakah kegiatan pengelolaart sampah.
(2) Pengelolaan satnpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dilakukan: oleh
setiap orang dan lembaga pengelola sampah sesuai dengan kewenanganriya.
(3) E{embaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri
ari:
a. lembaga Pengelola Sampah Mandiri;
b. produsen;
¢. Peinerintah Kalurahan;
d. Pemerintah Daerah;
(4) Pengelolaan sampah sebagaitnana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pengurangan sampah; dan
b. penanganan sampah.
(5) Kegiatan pengelolaar sampah dapat dilakukan secara swakelola dan [atau
melalui lembaga pengelola sampah.

Bagian Kedua Pengurangan Sampah
Paragraf 1
Umum

Pasal 5

Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf
a dilakukan melalui:

a. pembatasan timbulah sampal;

b. pendauran ulang sampah; dan/atau

c. pemanfaatan kembali sampah.

Pasal 6

Setiap orang yang melakukan suatu kegiatan memeriukan wadah kemasan
berkewajiban menggunakan wadah kemasan yang ramah lingkungan, dapat
diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.




Paragraf 2
Pethanfaatari Kembali Saf‘ni‘aah

Pasal 7

Setiap orang berkewajiban melakukan pemanfaatan kembali
sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf é dengan cara:

a. menggunakan bahan yang dapat diguna ﬁljaﬁ;g; dan/atau
b. fmenggunakan bahan yang mudah terurai oleh proses alam.

Bagian Ketiga Penatiganan Sampah
Paragraf 1
Umum

Pasal 8

Penanganah sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf
b dilakukan melalui:

a. pemilahan;

b. penguinpulan;

c: pengahgkutan;

d. pengolahan; dan

€. pemrosesan akhir sampah.

Paragraf 2
Pemilahan

Pasal 9

(1) Proses pemilahan sampah sebagaiinana dithaksud dalam Pasal 8 huruf a
dilakukan oleh setiap orang pada sutnber sampah.

(2) Proses pemilahan sampah dilakukan dengan menyediakan fasilitas termnpat
sampah organik, sampah anorganik, dan sampah spesifik.

(3) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan sampah

_ hasil kegiatai rumah tangga. ‘

(4) Proses pelaksahaan pemilahan sampah spesifik dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-uridangan. ‘

(5) Fasilitas tefnpat temilah sampah sebagaimaiha dimaksud pada ayat (2)
dibuat dengan: )
a. diberi label atau tanda; dan 7
b. warna tempat sampah yang berbeda sesuai dengan jenis sampah.

Pasal 10

(1) Setiap orang tnenyediakan fasilitas tempat sampah di lokasi yang menjadi
tanggung jawabnya.

(2) Pemerintah Kalurahan berkewajiban menyediakan fasilitas tempat sampah
organik, sampah anorganik, dan sampah spesifik di fasilitas uinum milik
Kalurahas.




Paragraf 3
Pengumpulan

Pasal 11

(1) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b
dilakukan oleh lembaga pengelola sampah mandiri. )

(2) Pengumpulan sampah dilakukeh dengan memindahkah sampah dari
sumber sampah ke TPY, menjainin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis
sathpah. et .

(3) Pernerintah Kalurahan berkewajiban inenyediakan fasilitad utnum, fasilitas

 sosial, dan kawasan yang dikeiola oleh lembaga pengeiola sdmpah mandiri.

(4) Persyaratan 1PS:

a. tersedianya sarana untuk mengelompokkan sampah; .

b. luas lokasi dapat untuk menhangani paling sedikit 4 M3 (empat meter
ieubik); -.

c. lokasinya mudah diakses oleh alat pengangkut sampah;,

d. tidak mencemari lingkungan; dan

e. memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan ;
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Pasal 12

(1) Pengelompokkan sampah pada TPS sebagaimana dirhaksud paling sddikit
terdiri dari 5 (lima) jehis pehgelompokan sebagai berikut: :
a. sampah yang mehganduhg bahan berbahaya dan beracun serta

limbah bahan berbahaya dan beracun;

b. sampah yang mudah terurai;
c. sampah yang dapat digunakan ketnbali;
d. sampah yang dapat didaur ulang; dan A

(2) Pengelolaah sampah yang mengahdung bahan berbahaya dan beracun
serta limbah bahah berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur
mengenai bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahati berbahaya
dan beracun.

Paragraf 4
Pengangkutah

Pasal i3
(1) Penganglcutah  dilakukah dengan tenggunakan alat pengangkutan
sampah sesuai denganh jenis sampah orgahik dah arorganik.
(2) Pengangkutan sampah spesifik dilakukah sesuai dehgan ketentuan
peraturan perundang-undangari.
(3) Alat pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. gerobak sampabh;
b. becak sampah;
c. rhotor sampah; _
d. kendaraan jenis pick up sampah; dan
e. truk sampah.




(4) Alat pengangkutan sampah sebagaimana  dimaksud  pada ayat (3)
disediakai oleh lembaga pengelola sampah sesuai dengan kewenanganhya.
(5) Alat pengangkut sampah sebagaimatia dimaksud pada ayat (3) hurufd dah
huruf e dengan persyaratan sebagai berikut:
a. menggunakah bak dengan pehutup;
B. tinggi bak paling tinggi 1,4 (satu koma empat) meter;
¢. memiliki sekat pemisah; i
d. terdapat alat pengungkit: dan/atau
€. bak sampah tidak bocor. .
(6) Pengangkutan sampah dilakukan dengan temperhatikah faktor kearanan
dan keselathatah pehgguna jalasi. f

T

Pasal 14 :

Pelaks_,anaah pengangkutan sampah tetap menjamin terpisahnya sampah
sesuai dengan jenis sampahnya.

BAB III
LEMBAGA PENGELOLA SAMPAH
Bagian Kesatu
Lembaga Pengelola Sampah Mandiri

Pasal 15

(1) Lethbaga pengelola sampah mandiri dibentult oleh masyarakat secara
berkelompok.

(2) Lembaga Pengelola Sathpah Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri dari letibaga pengelola sampal:
a. tingkat rukun tetangga;
b. tingkat padukuhan; dan
¢. tingkat kalurahan.

(3) Keahggotaan lembaga pengelola sampah mandiri fmerupakan unsur
masyarakat sesuai dehgah tingkat sebagaimiana dimaksud pada ayat (2).

(4) Lembaga pengelola sampah mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
melakukan pengelolaan sampah mandiri sesuai dengah area lingkup
pelayanan.

(5) Lembaga pengelola sampah mandiri tingkat rukun tetangga dapat
melakukan pengelolaan sampah antar rukun tetangga dalam 1 (satu)
padukuhas.

Pasal 16

Lembaga pengelola sampah thandiri sebagaimana diimaksud dalarm Pasal 15
ayat (1) melakukah kerjasama dalam pengelolaan sampah dengah thembenituk
Jejaring Pengelola Sampah Mandiri (JPSM) yang peinbentukannya difasilitasi
oleh Pemerintah Kalurahan sesuai kewenangannya, terdiri atas :

a. Jejaring Pengelola Sampah Mandiri (J PSM) Tingkat Kalurahan;
b. Jejaring Penigelola Sampah Mandiri (JPSM) Tingkat Kapariewon; dan
c. Jejaring Pengelola Sampah Mandiri (JPSM) Tingkat Kabupaten.




Pasal {7
(1) Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan sampah memfasilitasi
pembentukan lembaga pengelola sampah mandiri sebagaimana dithaksud
dalam Pasal 15 ayat (2). )
(2) Lurah tnenetapkan lembaga pengeloia sampah mandiri di tingkat rukun
tetangga, padukuhan, dan Kalurahan.

Pasal 18

(1) Prasarana dan sarana sebagai penunjang kegiatan opetasional pengelolaan
sampah disediakan secara swaddya oleh lembaga? pengelola sampah

_ fmandiri. . _ " :

(2) Dalam hal lembaga pengeloia sampah mandiri tidak dapat menyediakan
sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada dyat (1), dapat meminta
bantuan kepada pemerintah daerah.

(3) Penyediaah lahan untuk pembangunan prasarafia sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) fnenjadi kewajiban Lembaga pengelola sampah imandiri
dan/atau pemerintah Kalurahan. T,

Bagian Kelima i
Pengelolaan Sampah Oleh Pemerintah Kalurahati

Pasal 19
Peterintah Kalurahah bertanggung jawab dalam melakukan pengelolaan

sampah di wilayah Kalurahai.

Pasal 20

(1) Pemerintah  Kalurahah melakukan pengelolaan sampah dalam
bentuk pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan.

(2) Ketentuan lebih l‘ahjutb frengehai pengelolaah sainpah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturah Bupati.

(3) Pemerintah Kalurahan fnelakukan pengelolaan sampah dalaim bentuk
pengangkutann  sampah ~ dari warga - dan/atau
lembaga/instansi/Pefusahaah. TPS bekerjasama dengan Perangkat Daerah
yang membidangi pengelolaan sampah.

Bagian Keeharn
Lerabaga Pehgelola

Pasal 21

(1) Pemerintah Kalurahan dalam melakukan pengurangan dan penanganan
sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 dapat
membentuk lembaga pengelola sampah tingkaf kalurahan;

(2) Lembaga Pengelola Sainpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilaksanakan oleh Unit Pengelola Sampah yang merupakan Unit Usaha
dari BUMKal. !




(8) Dalam pelaksanaanya, Unit Pengelola Satnpah sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dapat memfasilitasi pethbentukan leinbaga pengelola sampah
tingkat RT sesuai dengan kebutuharn; )

(4) Bentuk Lembaga Pengelola Sampah tingkat RT sebagaimana yang
dimaksud pada ayat (3) adalah Bank Safnpah.

Pasal 22

(1) Unit Usaha BUMKal yang mengelola Persampahan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 ayat (2) mempunyai tugas melaksandkan kebijakan,
strategi, dan rencana Pemerintah kalurahan dalam pengeloflaan sampah;,

(2) Unit Usaha BUMKal yang mengelola  Persampalian  dalain
melaksanakah tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan
atas:

a. terlaksahanya pengelolaan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undahgan;

b. tersedianya barang dan/atau jasa layanan untuk meningkatkan
kualitas dah kuantitas pelayanan pengelolaan persampahan;
L 3

¢. tertib administrasi pengelolaan ~ persampahan dan
pertanggungjawaban kepada Pemerintah kalurahan.

Pasal 23

Lembaga pengelola sampah tingkat rukun tetangga (RT) sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) mempunyai tugas: ’

a. meinfasilitasi tersedianya tempat sampah ruthah tangga di masing-masing
fumah tangga dan alat angkut dari tempat sampah rumah tangga ke
_ Tempat Penampungan Sementara; _
b. fmenjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah di masing-masing rumah
tangga, , ,
. Imengusulkan Tempat Penampungan Sementara kepada lurah.

Cye

Pasal 24

(1) Unit Usaha BUMKal yang fnengelola persampahan dapat mmemungut dan
mengelola jenis pungutan atas barang dan/atau jasa layanan
pengelolaan sampah sesuai ketentuan yang berlaku.

(2) Ketentuan mengenai jenis p dalarh ayat (1) meliputi :

a. Rumah tangga; .
b. usaha kecil/warung;

c. kantor/lembaga/instansi;

d. Perusahaan/instansi besar.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai peinbentukan dan pengelolaan Unit Usaha
BUMKal sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 diatur dengan Peraturan
Lurah.
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Bagian Keempat
%

Ir;sentif dan Disinsentif

Pasal 26
Pemerintah kalurahan dapat themberikan ihsentif kepada perseorahgaf
maupufi kelompok masyarakat dan tidak terbatas pada lethbaga pengelola
sampah tingkat RT yang melakukan: .
inovasi terbaik dalam pengelolaan safpah;
pelaporan atas pelanggaran terhadap laratigan;
pengurangan timbunan sampah; dan/atau
tertib penanganan sampah.

20 ovp

Pasal 27 )
Pemerintah  kalurahan memberikah  disihsentif kepdda  kelompoic
masyarakat dan perseorangan yang rmelakukan: ‘
a. pelanggaran terhadap larangan; dan/ atau
b. pelanggarah tertib pehanganan satnpah.

Pasal 28

Insentif kepada kelompok tnasyarakat dafi perseorangah sebagaimana
dimalsud dalatn Pasal 26 dapat berupa:

a. pemberian penghargaan; dan/atau
b. pemberian subsidi.

Pasal 29
Disinsentif kepada kelompok  Inasyatakat dan perseorangar
sebagaimana ditnaksud dalam Pasal 27 dapat berupa:

a. penghehtiah subsidi; dan/atau
b. denda dalarh berituk uang/barang/jasa.

Pasal 30

(1) Lurah melakukan penilaiah kepada perseorangan dan kelompok
masyarakat terhadap: '
a. inovasi pengelolaan sampah;
b. pelaporan atas pelanggarah terhadap larahgan;
¢. pehgurangan tithbulah sampah;
d. tertib pehiangahati saifipah; .
e. pelanggaran terhadap larangan; dah/atau
f. pelahggaran tertib penanganan sampah. ‘
(2) Dalami melakukah penilaiafi sebagaimiana dimaksud pada ayat (1)
dibentuk Tim Penilai dengan Keputusan Lurah.
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Pasal 31
Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana diinaksud dalam Pasal 29 dan
Pasal 30 disesuaikan dengan kemampuah keuangan kalurahan.

Bagian Kelima

Kerjasama, Kemitraan dan Investasi

Kerjasama
Pasal 32

(1) Pemerintah kalurahan dapat melakukan kerjasama dalam melakukan
pengelolaan sampah.

(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam
bentuk kerjasama dan/atau pembuatan usaha bersama pengelolaan
sampah.

(3) Penyelenggaraan kerjasama pengelolaan persampahan dapat dilakukan
melalui:

a. kerjasama antara pemerintah kalurahan dengan pemerintah

 kalurahan lainnya;

b. kerjasama antara pemerintah kalurahan dengan pemerintah
pemerintah  di atasnya;

¢. kerjasama antara pemerintah kalurahan dengan lembaga, badan, atau
pihak lain di luar desa; atau

d. kerjasama pemerintah kalurahan dengan masyarakat atau kelompok
masyarakat di dalam kalurahan;

(4) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dituangkan dalam
bentuk perjanjian kerjasama.

(5) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b,
dan huruf ¢ meliputi:

a. pembangunan infrastruktur prasarana dan satana;

b. pembiayaan pengoperasian dan pemeliharaan;

C. pengaturan tentang pengelolaan persampahan pada kawasan yang
dilalui dan terlayani oleh jasa pengelolaan sampah;

d. peningkatan manajemen dan kelembagaan pengelola
persampahan;

e. peningkatan kemampuan pendanaan untuk pengoperasian dan
pemeliharaan;

f. pengelolaan sampah.
(6) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d
meliputi:
a. penarikan pungutan pelayanan persampahan;
b. pengangkutan sampah ke TPST;

¢. peningkatan perail masyarakat dalam pengelolaan
persampahan;

d. pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana;

e. pembiayaan pengoperasian dan pemeliharaan;

f. pengaturan tentang pengelolaan persampahan pada kawasan yang

dilalui dan terlayani oleh jasa pengelolaan sampah;

penihgkatan manajemen dan kelembagaan pengelola
persampahan; dan/atau

h. peningkatan kemampuan pendanaan untuk pengoperasian dan

o
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_pemeliharaan.
(7) Dalam pelaksanaan kerjasaiha dengan pemenhtah desa yang lamnya,
pemerintah desa dapat mehunjuk Unit Usaha BUMKal yang thengelola
Persampahah sebagai pihak yang mewakili pemerintah kalurahan.

Kemitraan T

Pasal 33 ]

(1) Pemerintah kalurahan secara sendiri atat bersama-sama p1hak lain dapat
bermitra dengan badan usaha pengelolaan  sampah dalam
penyelenggaraan pengelolaan sampah.

(2) Kemitraah sebagaimana dimnaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentulk
perjanjian antara Pemerintah kalurahan dan badan wusaha yang
bersangkutan.

(3) Bentuk keritraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. pembangunan infrasttuktur prasarana dan sarana;

b. pembiayaan pengoperasian dan pemeliharaan;

¢. penihgkatan fnanajemen dan kelembagaan pengelola
persampahai;

d. alih teknolog1 dalam pengolahan sampali;

e. peningkatan kemampuan pendanaafi uhtuk pengoperasian dan
pemeliharaan; | .

f. pengolahan sampah menjadi produk lainnya yafig ramah
lingkungan; dan

g. pemasaraf produk hasil pengolahan dan daur ulang sampah.

{(4) Dalam pelaksanaan kemitraan dengah badan usaha, pemerintah
kalurahan dapat menunjuk Unit Usaha BUMKal yang inengelola
persampahah sebagai pihak yang mewakili perherintah kalurahan.

Investasi
Pasal 34

(1) Pemerintah kalurahan secara sendiri atau bersama-satha pihak lain dapat
melakukan investasi di bidang usaha pengelolaan dalam penyelenggaraan
pengolahan sampah.

(2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dibahas dah disepakati
melalui Musyawarah Kalurahan dan diatur dengafi Peraturan Kalurahat.

(3) Bentuk ihvestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: .

a. investasi awal untuk pefnbanguhan sistem  pengelolaaan
persarnpahan

b. kerjasarha investasi dalath pengolahan dan daur ulang sampah
berbasis teknologi moderh dafi rafhah lingkungan; atau

c. memfasilitasi investasi swasta dalam usaha pengelolaan
sampah.

BABV
TANGGUNG JAWAB, HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagiah Kesatu
Tanggung Jawab, Hak, dan Kewajiban
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Paragraf 1 , [ !
Tanggung Jawab Petnerintah Daerah dan Desa

Pasal 35 i

Pemerintah Kalurahah bertanggung jawab dalam penigelolaan sampah

'seiaagai berikut:

a. melakukan pengelolaan sampah dalam bentuk . pehgumpular,

. pengangkutan, dan pengolahan; .

b. tnelakukan pengelolaan sampah berupa pengangkutan sathpah dari warga
dan/atau lembaga/instansi/Perusahaan. TPS/TPS 3R/THST bekerjasama
dengah Perangkat Daerah yang membidangi pengejolaan salpah,

c. melakukah pethbinaan dan pengawasah terhadap pengblolaan sampah
tingkat kalurahan; ‘ '

d. mendorong dan mendukung masyarakat untuk melakukan keg‘]atan
petigelolaan sampah mandiri;

€. thelakukah sosialisasi dan pelatihan kepada rhasyarakat dan pélaku
usaha dalam pengelolaan sampah; dan :

f. menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan penyelesaian senéketa
pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya; ' d

g berperan serta dalam mmetnbiayai pengelolaah sampah yang dilakukan
secara mandiri telalui Ahggaran Pefidapatan dah Belanja Kalurahan;

Paragraf 2
Hak dan Kewajiban Lembaga Pehgeloia Sampah Mandiri

Pasal 36

(1) Letnbaga Pengelola Sampah Mandiri berhak:
a. mengelola safpah secara mandiri; 7
b. mendapatkanh fasilitasi dari petmerintali; dan .
¢. tnendapatkah pembihaair dari Peerintah Daerah.
(2) Lembaga Pengelola Sampah Mandiri berkewajiban:
a. tenjaga kebersihan lingkungan;
b. mengelola sampah berwawasan lingkungan;
c. melakukan pengelolaahh sampah sesuai dengan ketentuah yang
diatur dalam Peraturaf Daerah ini;
d. berperan serta dalam inembiayai pengelolaan sampah yahg
dilakukan secara inandiri; : _ _
é. melaporkari kegiatah pengelolaatr sampah Secard berkala kepada
Perangkat Daerah yang faembidangi pengelolaay sampah; dan
f. membayar pungutafl pelayafian sampah/kebersihafi sesuai dehgan
ketentuan peraturah perundang-undangan.

Bagian Kedua Larahgan dai Sanksi
Pasal 37
Setiap érang dilarang:
a. membuahg sampah di luar teinpat pembuangan sampah yang telah
ditentukan;
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b. membuang sampah spesifik tilak sesuai dengan peraturan
perundang-undangan;
¢. mengguhakan lahannya untuk dimanfaatkah sebagai tenipat
pembuangan akhir sampabh.,
d. Membuang sampah di jalah mauptin sepadan jalan; |
e. Membuang sampah di saluran irigasi; |

Pasal 38

(1) Bagi yang tidak membayar pungutan tidak memperoleh pelayanan
persampahan dan tidak boleh membuang sampah ditempat-tempat yang
disiapkan oleh pengelola sampah;

(2) Barang siapa membuang sampah ditempat-tempat terlarang dikenakan
sanksi berupa :

a. Teguran lisan maupun tertulis;
b. Denda berupa uang setinggi-tingginya Rp 500.000,- (lima ratus ribu
rupiah) menjadi pendapatan asli desa.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 39

(1) Masyarakat berperan serta dalam pengelolaan sampah.
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berupa:
a. menjaga kebersihan lingkungar;
b. pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan, dan pendapat
dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah di wilayahnya;
c. aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan,
d. pengangkutan, dan pengolahan sampah; dan/atau
e. pemberian pendidikan dan pelatihan, kampariye, dan pendampihgan
dalam pengelolaan sampah.

Pasal 40
Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat inengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Kalurahan ini dengan penempatafinya dalath Lembaran
Kalurahan Argomulyo.
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Ditetapkan di Argomulyo
Pada tanggal 5 Desember 2023
LURAH ARGOMULYO,
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